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Implementasi Qanun Aceh pada koperasi syariah merupakan perwujudan
perkembangan prinsip Islam dalam lembaga keuangan syariah (LKS).Khususnya
di Aceh, penetapan Qanun tentang perbankan di Aceh harus beralih ke syariah.
Perubahan tersebut berdampak pada KSPPS Mitra Dhuafa yang memiliki produk
pembiayan pendidikan mengunakan akad ijarah Multi jasa. Ijarah multi jasa yang
pembahasannya dikaji rinci dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-
MUI/VI11/2004 dan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/1V/2000. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad syariah pada
produk pembiayaan KSPPS Mitra Dhuafa, bagaimana analisis pembiayaan akad
al-jarah multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pada Koperasi
Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan
normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara
dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada
pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa
Cabang Kabupaten Bener Meriah) belum memenenuhi sepenuhnya dengan
ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ijarah.Dalam
penerapannya, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah kurang tepat karena
objek pada akad ijarah seharusnya adalah sewa jasa, sedangkan penerapan di
KSPPS yang dipakai adalah uang bukan barang dan praktekn ketentuan ujrah
seharusnya berupa nominal tetapi pada penerapan masih persentase. Dapat
disimpulkan bahwa implementasi akad pada koperasi KSPPS Mitra Dhuafa
cabang Kabupaten Bener Meriah prakteknya masih belum sesuai dengan Fatwa
DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jarah dan Fatwa MUI
Nomor 44/DSN-MUI/VI111/2004 Tentang Multi Jasa.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Huruf Huruf Huruf
Nama ) Ket Nama \ Ket
Arab Latin Arab Latin
) ) te
tidak tidak
) i (dengan
\ Alf | dilamb | dilamban L ta’ T o
titik di
angkan gkan
bawah)
zet
(dengan
- Ba’ B Be L za z T
titik di
bawah)
koma
< T3 T Te & ‘ain ‘ terbalik
(di atas)
es
. , .| (dengan | .
< Sa’ S L a Gain G Ge
titik di
atas)
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Jim J Je - Fa’ Ef
ha
(dengan )
Ha’ h o 3 Qaf Ki
titik di
bawah)
ka dan
Kha’ Kh <l Kaf Ka
ha
Dal D De J Lam El
zet
. . (dengan
Zal V4 Y. a Mim Em
titik di
atas)
Ra R Er O Nun En
Zai Z Zet s Wau We
Sin S Es o Ha’ Ha
Hamz
Syin Sy es dan ye 3 " Apostrof
a
es
Sad S (dengan < Ya’ Ye

titik di




bawah)
de
- Dad d (dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

VVokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf

&, Fathahdan Ya Ai

30 Fathahdan Wau Au




Contoh:

S : kataba & suila
Jad . fa‘ala <X kaifa
585 : Zukira d»  :haula
ChY  :yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama
Huruf Tanda
ol Fathahdan Alif A
atau Ya
oEd Kasrah dan Ya I
oEd Dammah dan Waw U
Contoh:
2 L ramd JB " :gala
Js  :qia 358 yagiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

FENIN - ralhah

BEAY SR : raud ah al-agfal | raud atul agfal
§ 55l i : Al-Madinatul-munawwarah5

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

G5 . rabbana
J5 : nazzala
il : al-birr
&=l : al-hajj
Az cnu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (' J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang
diikuti huruf gamariyyah..

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang.
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2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
ES! - ar-rajulu
) - as-sayyidatu
(i : asy-syamsu
Al - al-galamu
&l - al-badi‘u
Joal - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

G3A G . ta’ khuzina
¢ 33 D an-nau’
(s : syai'un

Sl rinna

&l : umirtu

Kl - akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
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sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

C38 3 0 58 540 45
O 33l 3180033504
14

B Ly slal 52 4l o

i
9. Huruf Kapital

: Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

: Fa auf al-kaila wa al-mizan

Fa auful-kaila wal- mizan

: Ibrahim al-Khalil

Ibrahimul Khalil

. Bismillahi majrahd wa mursah
: Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

:Man istata ‘a ilahi sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.
Contoh:
O3t 2aas i
oo Bl o 5 ey (alyl )
uuu\ ;93“21 L iy

Gial el 5t 22

: Wa ma Muhammadun illa rasul

: Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

> lallaZzi bibakkata mubarakkan

: Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi

. Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin
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Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

uuuuuu

CO AR Geial 1 Nasrun minallahi wa fathun garib
Giea 53N & Lillghi al-amru jam? ‘an
Sle oo 505 : Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan
pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi
syariah. Sistem keuangan merupakan struktur perekonomian yang penting,
menjadi landasan kekuatan perekonomian negara ini, dimana sebelumnya
sistem syariah mampu bertahan dari resesi dan lepas dari kebangkrutan,
konsep tersebut terkandung dalam muatan bahwa Islam harus menjadi
sebuah sistem baru kekuatan dalam pemulihan.! Perekonomian Republik
Indonesia Sistem Keuangan Syariah saat ini mengalami perkembangan yang
pesat. Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Udang Nomor 44
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan
disahkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kemudian diubah
menjadi  Undang-undang Keputusan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Daerah Aceh, dengan Undang-Undang ini menjadikannya
salah satu daerah istimewa yang dipercayakan oleh Negara Republik
Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta
kepentingan daerah masyarakat itu sendiri.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) mempunyai kewenangan khusus untuk dapat mengatur
pemerintahan agar peraturan tersebut lebih mudah disesuaikan dengan
masyarakat setempat, sehingga membantu pemerintahan berkembang dan
lebih mudah diterapkan sehingga kontrol tidak terlalu besar. Sistem

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945

Prinsip sistem keuangan syariah, https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-
sistem-keuangan-syariah/ di akses pada 14 desember 2023

1
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mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang istimewa dan
khusus. Proses perolehan Otonomi khusus bagi Aceh yang diberikan oleh
Negara Republik Indonesia merupakan perjuangan masyarakat Aceh pada
masa lampau agar Aceh dapat mempertahankan tanah airnya yang kemudian
digabung menjadi Qanun.

Dari segi Ekonomi, Qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan
keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh agar terbebas dari sistem riba dalam
lembaga keuangan dan aktivitas masyarakat Aceh. Sehubungan dengan hal
tersebut, Pemerintah Aceh mengembangkan Qanun Aceh Pengelolaan
Keuangan yang menjadi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut LKS. Pemberlakuan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan agar seluruh kegiatan
keuangan yang dilakukan di Serambi Makkah menerapkan sistem syariah
pada kegiatan perbankan, sektor keuangan syariah, dan sektor keuangan
lainnya sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Aturan dalam penerapan
Qanun Aceh Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 yang unik ini, seluruh
operasional keuangan dilakukan dengan menggunakan sistem syariah yang
lengkap, yang akan menjadi sebuah terobosan baru.? Setiap negara
mempunyai sistem yang berbeda-beda dan hal ini juga berlaku pada sistem
perekonomian. Pilihan suatu negara terhadap suatu sistem dalam
perekonomian yang menjadi kesepakatan nasional untuk memilih suatu
sistem.

Kesepakatan yang dicapai akan dikaitkan dengan Konstitusi, yang
melahirkan filosofi dan ideologi negara, serta akan mempengaruhi sistem

perekonomian suatu negara. Selain pengertian dasar makna dan sifat

2Irhamna Utamy, dan Ahmad Hasan Basri, Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah,(Al mabsut: Nomor. 2, 2020),

him. 122.



teoritisnya, sistem ekonomi juga dapat dianggap sebagai seperangkat
lembaga ekonomi yang digunakan oleh negara untuk memungkinkan suatu
negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada awalnya
provinsi Aceh menetapkan dua sistem hidup berdampingan antara syariah
dan konvensional, kemudian dengan diperkenalkannya Qanun Aceh Nomor
11 Tahun 2018 tentang LKS, sistem Aceh menjadi sistem syariah yang utuh
dengan istilah Konversi dari konvensional ke syariah. Lahirnya Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan
akan keseriusan pemerintahan Aceh dalam melakukan perubahan prinsip
atau perubahan sistem.> Qanun Aceh ini akan menjadi semangat baru bagi
pemerintahan Aceh sendiri. Dengan begitu akan ada yang meniru sistem
syariah jika sistem ini berhasil dan menjadi sorotan bahwa dengan sistem
syariah yang diterapkan mampu bersaing pada saat ini. Perubahan dalam
sistem bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah hal ini
butuh waktu yang panjang, namun dalam Qanun Aceh ini sejak disahkan
lebih kurang tiga tahun untuk menerapkan sistem ini, jika melihat dari waktu
tiga tahun dalam perubahan sistem maka ini merupakan waktu yang cepat
dengan melihat beberapa lembaga pembiyayaan telah melakukan peralihan
dari konvensional ke syariah.

Perubahan sistem yang terjadi tentu akan memiliki dampak dari
sebuah kebijakan, dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang
Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal 1 Nomor 10 menyatakan bahwa
setiap lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan pada bidang
pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pengadaian, lembaga
keuangan jasa dan koperasi harus lah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap lembaga keuangan

®https://doi.org/10.5281/zenod0.4267006
Syarizal Abbas, Paradigma Baru Hukum syariah Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah
Aceh, 2018) him. 106.
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yang berjalan di Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dengan prinsip syariah. Perubahan
sistem lembaga keuangan tidak hanya membicarakan tentang perbankan,
kinerja yang nampak dari pandangan masyarakat hanyalah perubahan
terdapat perbankan yang telah sukses melakukan mutasi dari konvensional
ke syariah dengan di gabungkannya bank-bank menjadi satu yaitu Bank
Syariah Indonesia yang di kenal dengan BSI. Pencapaian yang dilakukan
oleh bank sangatlah sesuai dengan target dengan melihat semua perbankan
telah beralih ke syariah sedangkan yang tidak mampu melakukan mutasi
harus menutup lembaga keuangan tersebut atau keluar dari Aceh karena
tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah. Tentunya implementasi pada Qanun Aceh ini bukanlah
diperuntukan untuk perbankan saja tetapi kepada seluruh kegiatan
pembiyaan atau yang melakukan transaksi harus berdasarkan Qanun Aceh
ini yang mengacu pada prinsip syariah salah satu lembaga yang bergerak
pada pembiyaan ialah koperasi, Secara khusus pada Qanun Aceh ini dalam
Pasal 28 membahas tentang Koperasi Pembiayaan Syariah dan sejenisnya
harus mengubah semua bentuk tentang Lembaga Keuangan Syariah,
koperasi dari konvensional menjadi koperasi syariah yang merujuk pada
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018.

Perubahan sistem ini akan berdampak kepada seluruh koperasi
pembiayaan yang ada di Aceh yang jumlahnya 3.535 koperasi harus
mengikuti Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pasal 65 mengenai mutasi
lembaga keuangan dari konvensional ke syariah paling lambat tanggal 4
januari 2022.* Salah satu syarat untuk berubah konvensional ke syariah

adalah dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

“Koperasi berbasis syariah di aceh https://dialeksis.com/aceh/dari-total-3535-
koperasi-hanya-229-yang-berbasis-syariah-di-aceh-per-2021. diakses pada 4 desember 2023
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bertugas menerapakan prinsip-prinsip syariah. Perubahan sistem ini juga
berdampak pada koperasi yang akan diteliti, khususnya Koperasi Mitra
Dhuafa yang selanjutnya disebut KSPPS Mitra Dhuafa. Qanun Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dimana terdapat rambu-
rambu hukum syariah akan menjamin bahwa transaksi akan dilakukan
dengan tujuan untuk menentukan Hukum Syariah (Magasih Syariah).
Dampak signifikan yang terjadi pada koperasi adalah adanya
perubahan akad yang melandasi pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada
koperasi Mitra Dhuafa yang menjadi KSPPS yang berarti koperasi simpan
pinjam yang di bina secara syariah. Koperasi Mitra Dhuafa adalah salah satu
koperasi di Indonesia, sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk
memberikan dukungan modal khusus kepada sektor usaha ekonomi kecil dan
menengah untuk berkontribusi dalam sektor perekonomian masyarakat.
Singkatnya biasa disebut Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) kemudian, di
tahun 2020 telah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS Mitra Dhuafa).> Koperasi ini merupakan lembaga keuangan
Mikro yang khusus melayani perempuan miskin dengan menggunakan
sistem Grameen Bank. KSPPS didirikan pada tanggal 28 Juni 2004, pada
saat itu masih berbentuk yayasan berbadan hukum bernama Yayasan Mitra
Dhuafa (YAMIDA). Pada tahun 2005, KSPPS memulai aktivitasnya untuk
memberikan bantuan kepada korban tsunami di Aceh dengan membuka
cabang pertamanya di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun 2020 dengan
penerapan Qanun yang menwajibkan adanya DPS berubah pula menjadi
KSPPS Mitra Dhuafa yang memiliki beberapa pembiayaan, salah satu
pilihan pembiayaan KSPPS Mitra Dhuafa yaitu pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai

SWawancara Dengan Wakil Manager Pak Irwandi di KSPPS Mitra Dhuafa Cabang
Bener Meriah Pada Hari Jumat 7 Juli 2023 Pukul 10:00



kesulitan dalam menempuh pendidikan untuk orang yang kurang mampu,
yang mana dalam pembiayaan tersebut juga memiliki akad yaitu ijarah
multijasa. Akad Multijasa adalah penyaluran modal dalam bentuk
pembiayaan akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangan meliputi
penyaluran pendidikan, pengobatan, walimah, haji, perjalanan dan layanan
lainnya.

Adapun Fatwa MUI telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor
44/DSN-MUI/V111/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad
ljarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua
ketentuan yang ada dalam Fatwa ljarah.

3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti
semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrah) atau fee.

5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal bukan dalam bentuk presentase.

Dalam memberikan pembiayaan multijasa, koperasi syariah
menerima imbalan jasa (ujrah) atau biaya sebagaimana telah disepakati
sebelumnya dan dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase,
namun pada kenyataannya telah terjadi perubahan yaitu biaya dihitung dalam
persentase, bukan dalam bentuk nominal. Kegiatan Pembiayaan Multijasa
dengan akad ijarah di KSPPS Mitra Dhuafa berbeda dengan yang terdapat
pada buku Fikih.

Jika dalam Kkitab Fikih dijelaskan bahwa akad Multijasa
menggunakan akad ijarah, khusus penyewaan barang/jasa untuk mencari

keuntungan, maka dalam KSPPS Mitra Dhuafa tidak menyewakan barang



kepada anggota/jasa, karena objek yang di sewakan belum pasti diketahui
tujuan pemberian jasa adalah untuk menjual jasa atau memberikan modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, implementasi serta prinsip hukum
pada KSPPS Mitra Dhuafa layak untuk dikaji. Oleh karena itu penulis ingin
mengangkat pembahasan persoalan yang berjudul Implementasi Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada
Pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra
Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

B. Rumusan Masalah

Berdasadarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan
beberapa permasalahan perumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk
pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi akad Al-ljarah multi jasa pada produk
pembiayaan pendididkan KSPPS Mitra Dhuafa.

2. Bagaimana Analisis Implementasi pembiayaan akad Al -lIjarah multi jasa
dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Mitra Dhuafa
Cabang Kabupaten Bener Meriah)

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas,
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Implementasi akad Al-ljarah multi jasa pada
produk pembiayaan pendididkan KSPPS Mitra Dhuafa
2. Untuk mengetahui Analisis Iplementasi pembiayaan akad Al -ljarah

multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang



Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus
Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

D. Penjelasan Istilah
Untuk dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka
terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam
judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam
menafsirkan istilah-istilah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-
istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:
1. Implementasi
Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari
sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu
tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabiila seluruh perencanaan
sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi diatas menjelaskan
bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan
terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan
acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena
itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek
berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.®
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKYS)
Lembaga keuangan adalah entitas atau organisasi yang beroperasi
di sektor keuangan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan
kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan. Lembaga keuangan
memiliki peran penting dalam mengelola aliran dana, menyediakan akses
ke modal, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Beberapa jenis lembaga

keuangan termasuk bank, lembaga asuransi, perusahaan sekuritas, dan

& Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015), him. 45.



lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan dan dana
pensiun. Lembaga keuangan berperan dalam mengintermediasi antara
pihak yang memiliki dana berlebih (pemberi pinjaman atau investor) dan
pihak yang membutuhkan dana (peminjam atau nasabah). Melalui
berbagai produk dan layanan, lembaga keuangan membantu mengelola
risiko keuangan, memobilisasi dana, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.’
3. Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang
berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah,Koperasi adalah
suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga
yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.
Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang
prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah
islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi
syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan
prinsi-prinsip syariah.Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif
simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus
dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal 13 tersebut,maka
koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang

yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.®

7 Dr. asnaiani , Dan Yustati Herlina, . Ek.Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan
Praktik Di Indonesia, (Yogyakarta: penerbit pustaka pelajar. 2017) him 77-78.

8 H.Hendi Suhendi, Figih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002,
hml. 292.
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E. Kajian Pustaka

Dalam menentukan kajian pustaka ini, penulis menemukan lima
penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sejenis dengan
penelitian ini, oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi dan adanya
perbedaan maka kajian pustaka yang di paparkan akan di kembangkan terkait
dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu:

Penelitian pertama di lakukan oleh Makmu, Geubrina yang
mengangkat judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi: Studi pada Koperasi
konsumen pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh.” Adapun
hasil yang diperoleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu
Provinsi yang memiliki otonomi khusus, yaitu pemberlakuan Hukum
Syari’ah dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali mengenai Lembaga
Keuangan. Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah adalah dasar hukum untuk menerapkan sistem syari’ah pada setiap
lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan
seutuhnya, termasuk terhadap koperasi pembiyaan syariah sebagaimana
dalam Pasal 28. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi
dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
dengan mengambil fokus pada KPRI KOPKAGA Syari’ah dan dilaborasikan
dengan perspektif Mashlahah Mursalah sebagai salah satu dalil Istinbath
Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, teknik pengumpulan data dengan
wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan metode editing,
classifiying, verifying dan analizing. Hasil dari penelitian ini memperoleh
dua temuan. Pertama, berdasarkan teori dan hasil wawancara di lapangan
dalam pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah di KPRI KOPKAGA Syari’ah sudah sepenuhnya
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diterapkan, namun dalam dalam menjalankan koperasi ini mengalami
beberapa kendala. Kedua, berdasarkan pada perspektif Mashlahah Mursalah,
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah KPRI
KOPKAGA Syari’ah telah sesuai dengan teori syarat yang ada, karena hal
tersebut memberikan kemaslahatan hakiki kepada anggota untuk
menghindari bunga sehingga meningkatan rasa kepercayaan anggota dalam
transaksi, bernilai Universal kepada seluruh masyarakat Aceh terutama
anggota koperasi serta tidak bertentangan dengan dalil Syar’i.°

Penelitian Kedua Dilakukan Oleh Sanola, M. Yang mengangkat judul
“Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank
Kovensional Bni, Mandiri Dan Bri)”. Adapun hasil yang diperoleh adalah
dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019 yang
mengakibatkan perbankan konvensional menutup kegiatan usahanya dan
meninggalkan provinsi aceh secara tidak langsung kegiatan keuangan baik
perbankan maupun lembaga keuangan lainnya melaksanakan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah secara bertahap, dengan pemberlakuan
ini merupakan konsekuensi dari penerapan Qanun di Provinsi Aceh. Dengan
adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 maka diharapkan bank-bank yang
masih konvensional dapat merubah secara keseluruhan kegiatan usahanya
menjadi bank syariah serta mengalihkan asetnya kepada Unit Usaha Syariah
(UUS). Sebagaimana kita ketahui bahwa peralihan ini tidaklah mudah namun
stakeholder yang terdapat dalam bank konvensional tersebut terus berpacu

dalam menerapkan Qanun ini hingga tahun 2020. Tujuan utama penelitian

Makmu, Geubrina (2022) Implementasi Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang
lembaga keuangan Syariah pada Koperasi: Studi pada Koperasi konsumen pegawai
Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh. Undergraduate thesis, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim.
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ini adalah penelitian kualitatif yaitu penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang lembaga keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah, penelitian
hukum yang bersifat penelitian hukum bukan doktrinal atau juga dengan
istilah penelitian Hukum Empiris. Hukum empiris adalah penelitian yang
mengkaji law in action. Instrumen yang digunakan adalah wawancara adalah
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau
informan penelitian dengan menggunakan interview guide (panduan
wawancara). Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini
dianalisis dengan dengan menggunakan analisa data aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus dan tuntas. Aktivitas dalam analisa data yaitu data reduction, data
display, dan conclusion (drawing/verification).'°

Penelitian ketiga diangkat Putri Perdana, Ateng Ruhendi' Diah Siti,
Sadi'ah. Yang menggangkat judul ” Implementasi Qanun Aceh Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan
Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah”. Yang memiliki hasil Qanun
Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu cara pemerintah Aceh
menghadirkan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Aceh.
Kenyataannya, masih ada desa yang tidak melaksanakan Qanun tersebut.
Masyarakat Desa Alue Dawah Kecamatan Babahrot masih melakukan
praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman
masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba, mengetahui jenis praktik riba
yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah dan mengetahui
penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di

masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Olmplementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Fungsi
Perbankan Di Aceh , https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.530 di akses pada 20 mei 2023
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dengan pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif. Penulis
mengumpulkan data, sinkroniasasi dengan Qanun, menganalisis, dan
memaparkan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui jenis - jenis riba dan
hukumnya, namun tidak dapat memahami dan menjelaskan secara sistematis.
Oleh karena itu, masyarakat masih melakukan praktik riba. Praktik riba yang
sering dilakukan masyarakat Desa Alue Dawah ialah riba gard dan riba
jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak
dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah. !

Penelitian ke empat yang diangkat oleh yang berjudul Fauzan Saputra
“Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan
Fungsi Perbankan Di Aceh” Yang hasilnya ialah artikel tersebut dilatar
belakangi oleh penetapan hibah kredit yang dilakukan oleh PT. Sebagai salah
satu unit Bank Rakyat Indonesia (BRI1) di Lhoksukon, Bank BRI merupakan
salah satu badan usaha ekonomi penting di Indonesia. Keberadaan BRI telah
mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah
sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang dengan
masyarakat dan pihak yang kekurangan modal. Untuk memberdayakan
perekonomian masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat
ekonomi menengah untuk melakukan usaha kecil (UKM) korporasi. Kajian
ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja di daerah, khususnya wilayah
Lhoksukon dalam Implementasi Qanun Aceh atau Peraturan Pemberdayaan
Sentra Usaha Kecil Nomor 10 Tahun 2004. Diterapkan oleh unit BRI di
Lhoksukon karena aturan hukum pemerintah Aceh tidak sejalan dengan
peraturan perbankan, bank kesulitan dalam menjalankan program Peraturan

nasional terikat dengan peraturan daerah, sedangkan peraturan nasional lebih

Ymplementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/12901 di akses pada 20 mei 2023.
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baik untuk bank dan nasabah. Selain itu, peraturan Nomor 10 Tahun 2004
harus direvisi dari waktu kewaktu. Karena Qanun atau peraturan Nomor 10
Tahun 2004 tidak sesuai dengan program UKM yang di laksanakan oleh
unit BRI di Ihoksukon dengan rincian dan peraturan yang tidak lagi sesuai
dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yang memisahkan antara
usaha, modal dan bentuk usaha.*?

Penelitian ke lima yaitu di anggkat oleh M. Aditya ananda. Yang
menggangkat judul “Implementasi Qanun LKS Melalui Sinergi Perbankan
Dalam Satu Kepemilikan”. Yang mempunyai hasil Lahirnya Qanun lembaga
keuangan syariah berimplikasi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di
Aceh untuk mengkonversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi
kegiatan usaha syariah. Dalam merespon Qanun ini, bank syariah melakukan
sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah
bank umum (LSBU). Diantara bank umum yang membuka layanan syariah
bank umum ialah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia,
dan PT Bank Mandiri yang telah memiliki anak usaha dalam bentuk bank
umum syariah. Layanan syariah bank umum ini berlandaskan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan
dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah.*®

Berdasarkan kajian yang tersebut diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa penelitian tentang Implementasi Qanun LKS telah
banyak di teliti, Namun sejauh penelusuran belum ditemukan penelitian
tentang Implementasi Qanun Lks Aceh Pada Koperasi Syariah (Studi Pada
Kspps Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah) yang membahas

25ahfutra Fauzan, Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam
Pelaksaan Perbankan Di Aceh (2010). Jurnal ilmiah prodi muamalah, him. 111-130.

13M. Aditya ananda. (2020). Implementasi Qanun Lks Melalui Sinergi Perbankan
Dalam Satu Kepemilikan. (At-tasyri’: jurnal ilmiah prodi muamalah, 12,2018), hIm 165-176.
Https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.377
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analisis pada prakteknya menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-
MUI/VI111/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

F. Metodologi Penelitian
Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang mencangkup sifat
formal dan intensif. Karakter formal dan intensif mereka terikat dengan
aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang
diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan penerapan
penelitian dan ketepatan dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil
yang dapat dipertanggung jawabkan, memecahkan masalah melalui
hubungang sebab akibat, dan dapat diulang kembali dengan cara dan hasil
yang sama.
1. Pendekatan Penelitian
Penulisan pada penelitian ini mengunakan pendekatan kualitalif
yang merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif
berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati selanjutnya setelah data terkumpul maka tahap
selanjutnya adalah analisa data. Penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang temuan-temuannya tidak memperoleh melalui prosedur
kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara yang lain nya
yang mengunakan ukuran angka.4
2. Jenis Penelitian
Pada penulisan akan mengunakan pendekatan kualitatif pada
penelitianya, pengunaannya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan
penelitian karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat

berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi

“Muhammad Siddig, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2019), him. 34.
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dilapangan. Peneliti juga meyakinkan bahwa pendekatan dengan
pendekatan alamiah, penelian ini akan menghasilkan informasi yang
lebih kaya. Jadi, pilihan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan
penelitian berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang
terjadi di lokasi.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek
kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan
metode library reseacrh (penelitian kepustakaan) dan field research
(penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan
untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada
penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca,
dan mempelajari, tentang pertanggungan dan risiko dari berbagai
literatur baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data
primer sebagai data utama pada penelitian ini di kantor KSPPS Mitra
Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah dan langsung pada rumah
anggota KSPPS. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta tentang
penerapan pembiayaan pendidikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan
setelah membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan
penjelasan tentang dukungan pada aspek yang akan di teliti. Teknik yang
dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam
bentuk guiden interview, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan
sebagai materi yang diajukan kepada responden yaitu wakil manager
cabang yang berada di kantor cabang KSPPS Mitra Dhuafa cabang
Kabupaten Bener Meriah dan pihak anggota nasabah pembiayaan
pendidikan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai
pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku,
kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang
berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti
untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam
penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di
Desa Tingkem Asli, Kabupaten Bener Meriah.
6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk
merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada
pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik
menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga
membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh
data yang diperoleh dari pihak responden.
7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses
penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data

dilakukan setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang
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diperlukan agar data mudah dipahami dan hasil penelitian dapat
diinformasikan kepada orang lain.*®

Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif empiris,
sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para
pemangku kepentingan khususnya wakil manager dan anggota nasabah
Mitra Dhuafa dan data yang berkaitan dengan implementasi Qanun LKS
pada koperasi syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara
kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan
dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk
menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis. Data yang
dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau
penjelasan yang jelas.
8. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara
lain menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku
pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut penulis dapat
berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah

dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk
mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara
menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab

menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait

15 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV
Jejak, 2018), him. 236.
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antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada
penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini
diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

bab dua, penulis menjelaskan konsep akad dan dasar hukum akad,
multi akad, landasan hukum lembaga keuangan syariah, akad ijarah
multijasa, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian akad dan
dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, prinsip prinsip akad, Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah, pengertian
ijjarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pebatalan dan
pengakiran ijarah, pengertian multijasa, Fatwa DSN MUI Tentang Multi
Jasa.

Bab tiga, penulis menjabarkan dengan implementasi Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada pembiayaan
pendidikan koperasi syariah (studi kasus pada KSPPS Mitra Dhuafa cabang
Kabupaten Bener Meriah) dengan rincian sebagai berikut: gambaran umum
KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah, Implementasi akad
Al-ljarah multi jasa pada produk pembiayaan pendididkan KSPPS Mitra
Dhuafa, Analisis Implementasi pembiayaan akad Al -ljarah multi jasa dalam
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuanagan Syariah
Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang
Kabupaten Bener Meriah)

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan
penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang

berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.
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